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ABSTRACT

Land disputes are cases whose trend is always increasing every year. The
case of overlapping land use rights (HGU) between PT Perkebunan Mitra Ogan and
community property rights is a small part of the disputes that occur in Indonesia.
Disputes that occur cause the certificates owned by the parties cannot be utilized in
obtaining capital from the Bank because of indications of disputes. In addition, the
legal certainty of the right holders is not fully possessed because the basis of the
right is problematic. For this reason, it is necessary to find a projection of dispute
resolution that can be carried out by the parties by taking into account the
circumstances of both parties.

The research method in this study uses a qualitative research method
descriptive approach. The research will focus on the problems that occur, namely
the dispute over the HGU land of PT Perkebunan Mitra Ogan with community
property rights where the company is currently facing a Debt Payment Obligation
(PKPU) trial. The problem solving process is obtained through problem analysis by
describing information from informants from this study.

The projected settlement through mediation that can be done by both parties
are: compensation; redefining the boundaries of community property rights;
enclave HGU land through the Agrarian Reform program; and acquisition of
replacement land. Each settlement projection has its own advantages and
disadvantages, but the solution that most benefits both parties is the acquisition of
HGU replacement land.

Keywords: land dispute, land use right, projection of settlement
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah berharga dari berbagai sudut pandang, termasuk ekonomi,
politik, militer, etnografi, dan psikologi. Tanah adalah tempat orang tinggal,
bekerja, membesarkan keluarga, dan melakukan ritual keagamaan (Syarief,
2014). Namun, keterbatasan jumlah tanah mengakibatkan terjadinya konflik
hak atas tanah. Hal ini bisa terjadi karena, masalah tanah adalah persoalan
hidup dan penghidupan umat manusia. Tanah diperlukan untuk bertahan
hidup sehingga setiap orang siap untuk mengeluarkan darah dan
mengorbankan segalanya demi tanah (Tauchid, 2009).

Sengketa tanah bisa disebabkan oleh banyak hal, mulai dari:
peraturan yang tidak lengkap; regulasi yang tidak sesuai; pejabat pertanahan
yang tidak tanggap; data pertanahan yang salah, tidak akurat atau tidak
lengkap; sumber daya manusia/petugas sengketa tanah yang terbatas;
transaksi tanah yang salah; serta ulah oknum pemohon hak (Mudjiono,
2007). Dalam hal ini, sejumlah langkah telah diambil guna mengurangi
permasalahan sengketa tanah ini. Upaya yang dilakukan mulai dari litigasi
(melalui sistem peradilan) atau melalui cara non-litigasi, seperti negosiasi,
mediasi, arbitrase, konsiliasi. Namun hingga saat ini sengketa tidak kunjung
berkurang. Untuk itu diperlukan gagasan yang tepat untuk dapat
menyelesaikan sengketa pertanahan yang terus bertambah dan lambat dalam
penyelesaiannya.

Rencana untuk mendirikan sistem peradilan pertanahan menjadi
solusi dalam menuntaskan sengketa tanah yang mengalami kebuntuan dan
melakukan lebih dari sekadar mengikuti aturan untuk mendapatkan
keadilan. Sengketa tanah perlu ditangani dengan cara yang cepat, sistematis,
sederhana, adil, dan tidak memakan banyak biaya (Panjaitan, 2020; Sarah,
2013). Agar dapat berlaku efektif, hukum pertanahan perlu dituangkan
dalam bentuk undang-undang (Fuad, 2017). Sengketa tanah memiliki



banyak segi, melibatkan komponen hukum publik yang ada di bawah
yurisdiksi Peradilan Tata Usaha (PTUN) dan sistem Peradilan Pidana, serta
aspek hukum perdata yang ada di bawah yurisdiksi Peradilan Umum dan
Peradilan Agama.

Salah satu penyebab ketiadaan peradilan khusus pertanahan ini
adalah sengketa pertanahan yang melibatkan perusahaan dengan
masyarakat, seperti yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu tumpang
tindih penguasaan dan pemilikan lahan masyarakat petani plasma dengan
perusahaan PT. Perkebunan Mitra Ogan (PTP MO) yang terletak di Desa
Mendala Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Perusahaan memiliki lahan Hak Guna Usaha (HGU) No. 1 Desa Mendala
dengan total luas 818,64 Ha yang ternyata kondisi di lapangan tumpang
tindih dengan lahan masyarakat Desa Mendala. Perolehan HGU No. 1 Desa
Mendala berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor: 45/HGU/BPN/96 tentang Pemberian Hak
Guna Usaha atas nama PT. Perkebunan Mitra Ogan, atas Tanah di
Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Masyarakat yang saat ini lahannya tumpang tindih dengan lahan
milik perusahaan merupakan penduduk yang memiliki kebun yang
berbatasan langsung dengan lahan HGU milik perusahaan. Masyarakat
mengaku sejak dahulu telah menguasai lahan tersebut. Masyarakat tidak
ragu mendaftarkan lahan tersebut untuk ditingkatkan haknya melalui
Program Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) tahun 2016. Dimana
beradasarkan data dari Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu,
kegiatan Prona ditahun 2016 menerbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah
(SHAT) sejumlah 1767 sertipikat. Sementara di Desa Mendala terbit
sertipikat sejumlah 352 SHAT.

Keterbatasan teknologi pelayanan pertanahan pada saat itu juga
menjadi faktor utama yang menyebabkan tumpang tindihnya kepemilikan
lahan yang telah terdaftar di Kantor Pertanahan. Pada dasarnya seluruh

pihak yang telah diberikan hak, bertanggung jawab penuh dalam menjaga



lahannya sendiri terlepas dari teknologi yang belum memadai seperti saat
ini. Untuk itu, Kementerian ATR/BPN selalu mengingatkan masyarakat
untuk menjaga tanah yang dimiliki untuk dimanfaatkan seutuhnya.

Adanya permasalahan lahan menyebabkan turunnya jumlah
produksi perusahaan sehingga menjadi salah satu penyebab merosotnya
pendapatan perusahaan. Dari tahun ke tahun, sejak lahan terindikasi
diokupasi, perusahaan mengalami kemerosotan jumlah produksi. Sampai
saat ini untuk menghindari kepailitan, perusahaan menempuh jalur
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Sebagaimana diatur di
UU No 4 Tahun 1998 pada Pasal 212, debitur yang tidak dapat atau
memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya
yang sudah jatuh dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban
pembayaran utang. Hal ini dimaksudkan untuk mengajukan rencana
perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang
kepada kreditur konkuren. PKPU merupakan sarana yang dapat dipakai oleh
debitur untuk menghindari diri dari kepailitan, bila mengalami keadaan
likuid dan sulit untuk memperoleh kredit (Suyanto, 2002). Hal ini
menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami masa sulit, sehingga
diperlukan penanganan aset yang tepat untuk meningkatkan nilai
perusahaan dalam rangka mendukung keberlangsungan kegiatan
perusahaan.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka peneliti tertarik untuk
melaksanakan penelitian dengan judul “SENGKETA TUMPANG TINDIH
LAHAN MASYARAKAT DENGAN HAK GUNA USAHA PT.
PERKEBUNAN MITRA OGAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU”

. Rumusan Masalah Penelitian
Sengketa tumpang tindih lahan kepemilikan hak atas tanah memang

memiliki dampak yang cukup besar bagi perusahaan dan masyarakat.
Permasalahan yang terjadi menyebabkan sertipikat HGU milik perusahaan



tidak dapat digunakan untuk melakukan peminjaman modal kepada Bank,
karena sertipikat yang dimiliki perusahaan terindikasi bersengketa, artinya
perusahaan akan ditolak pada saat mengajukan Hak Tanggungan karena
sertipikat yang diajukan memiliki hak pengelolaan dan penguasaan yang
ganda. Hal ini disebabkan oleh terbitnya sertipikat Hak Milik di atas bidang
HGU milik PT Perkebunan Mitra Ogan. Kedepannya juga, jika masyarakat
ingin menggunakan sertipikat yang dimiliki untuk memperoleh permodalan
bisa terhambat karena sertipikat yang dimiliki berada di atas lahan HGU
milik PTP MO.

Saat ini perusahaan memiliki 2 (dua) permasalahan yang terjadi.
Selain terbitnya Hak Milik di atas lahan HGU, juga terdapat okupasi lahan
oleh sekelompok masyarakat di daerah perkebunan milik perusahaan.
Dengan adanya permasalahan pertanahan yang terjadi di lapangan, menjadi
latar belakang dilakukannya penelitian dan memetakan proyeksi
penyelesaian yang dapat ditempuh oleh para pihak untuk menyelesaikan
permasalahan yang terjadi di lapangan.

Namun sebelum memetakan proyeksi penyelesaian yang dapat
dilakukan, penelitian ini juga akan menganalisis riwayat perolehan hak yang
dimiliki oleh para pihak. Dengan gambaran sengketa yang telah dijelaskan,
untuk itu penulis merumuskan masalah melalui pertanyaan di bawabh ini:

1. Bagaimana riwayat perolehan HGU 01 Desa Mendala milik PT
Perkebunan Mitra Ogan?

2. Bagaimana riwayat perolehan sertipikat hak milik atas tanah
masyarakat di atas HGU PT Perkebunan Mitra Ogan?

3. Bagaimana proyeksi penyelesaian masalah tumpang tindih lahan
HGU PT Perkebunan Mitra Ogan dan Hak Milik atas tanah
masyarakat di atas HGU PT Perkebunan Mitra Ogan?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, antara lain:

1.

Untuk mengetahui riwayat perolehan HGU yang dimiliki olenh PT
Perkebunan Mitra Ogan.

Untuk mengetahui riwayat perolehan sertipikat hak milik atas tanah
masyarakat yang ada di atas HGU PT Perkebunan Mitra Ogan.

Untuk mengetahui proyeksi penyelesaian masalah tumpang tindih lahan
HGU PT Perkebunan Mitra Ogan dan Hak Milik atas tanah masyarakat
di atas HGU PT Perkebunan Mitra Ogan.

Sedangkan untuk kegunaan dari penelitian ini adalah :

1.

Secara akademis untuk pengembangan kajian tentang alternatif
penyelesaian sengketa HGU.
Secara praktis, memberikan rekomendasi kepada pemerintah khususnya

kepada Kementerian ATR/BPN dalam alternatif penyelesaian HGU.



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Riwayat perolehan HGU PT Perkebunan Mitra Ogan diterbitkan melalui
Proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR Trans). Sebelum diterbitkannya SK HGU,
PT Perkebunan Mitra Ogan telah melalui beberapa proses mulai dari perizinan
dari lintas Kementerian (Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian),
izin dari Gubernur, hingga proses peninjauan lapangan dan pertimbangan
Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Sumatera Selatan, setelah itu baru
diterbitkan SK Pemberian HGU kepada perusahaan. Lahan HGU vyang
dimohonkan oleh perusahaan bersumber dari Tanah Negara (APL) dan tanah
bekas kawasan hutan yang telah dilepaskan. HGU tersebut mulai diurus
perizinannya mulai dari tahun 1989 melalui pengesahan dan perencanaan
proyek PIR Trans oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian hingga
diterbitkan SK HGU pada tahun 1996 oleh Menteri ATR/Kepala BPN.

Sementara itu hak milik masyarakat diperoleh dari pendaftaran pertama
kali dalam kegiatan Proyek Operasi Nasional Agraria yang dilaksanakan pada
tahun 2016. Desa Mendala adalah satu satunya desa yang ada di Kecamatan
Peninjauan yang menjadi lokasi kegiatan PRONA. Desa ini dipilih menjadi
lokasi PRONA guna mendukung proses pensertipikatan lahan Plasma
Perkebunan Kelapa Sawit yang dikelola PT Perkebunan Mitra Ogan. Hal ini
dapat dilihat dari tingginya capaian sertipikat tanah yang terbit di satu desa ini,
dibandingkan dengan desa lainnya yang menjadi lokasi kegiatan PRONA juga.
Permasalahan tumpang tindih terjadi karena adanya indikasi kesalahan prosedur
pada saat pengukuran bidang tanah yang mengesampingkan asas Kontradiktur
Delimitasi dan indikasi kawasan HGU yang tidak dimanfaatkan secara optimal
oleh pemegang hak. Selain itu, masalah digitalisasi Peta Bidang Tanah (PBT)
yang belum dilaksanakan pada tahun 2016 menjadi faktor tidak terdeteksinya
lokasi HGU yang menyebabkan overlapping bidang tanah yang menimbulkan

sengketa antara pemegang HGU dan Hak Milik.
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Dari masalah sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan PT
Perkebunan Mitra Ogan, dapat dilakukan beberapa proyeksi penyelesaian
secara non litigasi (mediasi) yaitu: 1) ganti rugi; 2) penetapan ulang batas lahan
hak milik masyarakat; 3) enclave Hak Milik di atas lahan HGU melalui Program
Reforma Agraria; dan pembebasan lahan pengganti. Empat proyeksi
penyelesaian yang ditawarkan dalam penelitian ini memiliki kelebihan dan
kekurangannya masing-masing, namun jika melihat dari jumlah biaya yang
dikeluarkan, rentang waktu penyelesaiannya, hingga dampak kedepannya,
maka pembebasan lahan pengganti merupakan solusi yang paling dapat
dilakukan oleh perusahaan. Di samping mengeluarkan biaya yang lebih kecil,
perusahaan juga tidak perlu meminta persetujuan dari masyarakat lain, hal ini
juga akan memberikan dampak hubungan sosial yang positif terhadap

perusahaan dan masyarakat.

B. Saran
Saran yang dapat peneliti sampaikan dalam permasalahan tumpang

tindih yang terjadi antara HGU PT Perkebunan Mitra Ogan dan Hak Milik

Masyarakat Desa Mendala adalah:

1. Bagi Badan Pertanahan Nasional
Untuk dapat membuat surat pemberitahuan kepada seluruh badan hukum
atau perorangan yang memiliki sertipikat yang belum dipetakan di Peta
kerja BPN untuk segera didaftarkan serta dapat dipetakan agar menghindari
permasalahan serupa yang dapat terjadi dikemudian hari. BPN sendiri
setelah mengeluarkan produk hukum yang berdampak hukum juga harus
berhati hati dalam penetapan batas kepemilikan lahan, selain itu juga BPN
harus mengantisipasi lokasi sertipikat lama yang belum dipetakan dengan
mendigitalisasi hasil Gambar Ukur yang belum dipetakan dalam peta kerja
yang dimiliki. Selanjutnya, untuk petugas ukur sebelum melakukan
pengukuran perlu ada analisis data terlebih dahulu. Baik itu analisis data
melalui peta dasar yang ada di kantor pertanahan maupun peta kerja yang

telah dimiliki kantor pertanahan setempat. Hal ini dilakukan untuk
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menghindari terjadinya overlap kembali yang dapat merugikan pihak-pihak
yang menerima hak atas tanah.

Bagi perusahaan

Perusahaan yang memiliki hak atas tanah wajib hukumnya untuk mengelola
lahan yang telah diberikan oleh negara untuk dijadikan lahan produktif
sehingga memberikan keuntungan baik itu untuk perusahaan sendiri
maupun kepada negara. Dengan demikian pihak manapun segan untuk
mengakui lahan tersebut sebagai milik mereka. Selanjutnya dalam
menyelesaikan permasalahan tumpang tindih ini perusahaan diharapkan
untuk mengambil jalur Non Litigasi atau mediasi terlebih dahulu, karena
kelebihan dan efektifitas yang dimiliki oleh penyelesaian melalui jalur ini.
Jika mediasi tidak tercapai maka selanjutnya dapat menempuh dengan
mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang dan
menghindari terlebih dahulu penyelesaian dengan jalur pidana, karena
permasalahan yang ini murni kasus yang terjadi atas objek TUN yang

dikeluarkan oleh Lembaga TUN yang berwenang.
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